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Abstrak 
Airsoft gun merupakan sebuah replika senjata api yang dibuat sedemikian rupa dengan kemiripan 1:1, sehingga sangat sulit dibedakan dengan senjata api aslinya. Indonesia memiliki dua peraturan tentang airsoft gun yang tertuang pada Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft gun dan Paintball serta Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kedua peraturan yang ada tentang airsoft gun dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan suatu tindak pidana atau tidak, serta untuk menjelaskan mengenai urgensi perlunya dilakukan kriminalisasi pemilikan perolehan dan penggunaan airsoft gun tanpa izin. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa peraturan tentang airsoft gun yang ada, tidak dapat dijadikan sebagai dasasr hukum untuk menentukan suatu tindak pidana dan hakim dalam memutus perkara tentang airsoft gun akan menggunakan peraturan lain yang menyertai perbuatan pidana yang dilakukan dengan airsoft gun.  Hal demikian terjadi karena peraturan tentang airsoft gun tidak berada pada level undang-undang, serta juga tidak sejalan dengan asas no punish without representative yang menyatakan bahwa dalam pencantuman norma pidana perlu persetujuan dari rakyat. Karena persetujuan rakyat hanya pada level undang-undang dan Perda. Dikaitkan dengan asas legalitas, peraturan tentang airsoft gun juga tidak secara eksplisit menyebutkan norma sanksi pidana di dalamnya. Karena asas legalitas bermakna peraturan harus jelas, tegas dan tertulis. Perlu dilakukan upaya kriminalisasi untuk menciptakan sebuah kepastian hukum dengan dilakukan upaya adendum dengan menambahkan airsoft gun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 supaya eksistensi airsoft gun memiliki kedudukan dalam peraturan perundang-undangan.
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Abstract

Airsoft gun is a replica of a firearm that is made in such a way with a 1: 1 similarity, so it is very difficult to distinguish from the original firearm. Indonesia has two regulations regarding airsoft gun which are contained in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Supervision and Control of Replica of Airsoft Gun and Paintball Weapons and the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012 concerning Supervision and Control of Firearms for Sports Purposes. This study aims to analyze whether the two existing regulations regarding airsoft guns can be used as a legal basis for determining a criminal act or not and to explain the urgency of the need to criminalize the ownership and use of airsoft guns without permission. The study was conducted using a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The collection of legal materials was carried out by literature study and analysis using the prescriptive method. The results of the discussion show that the existing regulations regarding airsoft guns cannot be used as a legal basis for determining a crime and judges in deciding cases regarding airsoft guns will use other regulations that accompany criminal acts committed with airsoft guns. This happens because the regulations on airsoft gun are not at the level of the law, and are also not in line with the principle of no punish without representative which states that the inclusion of criminal norms requires approval from the people. Because the people's consent is only at the level of laws and regional regulations. Related to the principle of legality, the regulations regarding airsoft gun also do not explicitly mention the norms of criminal sanctions in them. Because the principle of legality means that the rules must be clear, firm, and written. Criminalization efforts need to be made to create legal certainty by making an addendum effort by adding airsoft guns in the Emergency Law Number 12 of 1951 so that the existence of the airsoft gun has a position in statutory regulations.
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PENDAHULUAN 
Arus perkembangan zaman yang pesat dan dibarengi dengan teknologi serta pengetahuan yang semakin berkembang dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Pada satu sisi perkembangan luar biasa ini mampu memberikan dampak bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun di sisi lainnya dampak yang ditimbulkan dapat berupa meluasnya sebuah kejahatan. Perkembangan ini akan berdampak pada perubahan mental dan sikap perilaku dari masyarakat (Utomo 2020).

Contoh peristiwa dari perkembangan teknologi adalah adanya tindak pidana yang terjadi karena sebuah alat berupa replika senjata api yang bernama airsoft gun. Airsoft gun digunakan sebagai alat bantu oleh para pelaku kejahatan yang melancarkan aksi kejahatannya seperti perampokan, penodongan hingga pembunuhan. Karenanya perolehan, kepemilikan, dan penggunaan airsoft gun yang awalnya tidak memiliki stigma buruk, seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika masyarkat, perbuatan tersebut dianggap buruk dan berbahaya oleh masyarakat.

Dunia internasional memberikan penjelasan, bahwa airsoft gun adalah sebuah mainan. Karena kepentingan untuk permainan rekreasi dan olahraga, maka dibentuklah menyerupai seperti senjata asli (FindLaw’s Team 2016). “Airsoft guns are best compared to BB or pellet guns that are often manufactured to look just like real machine guns, rifles, and hand guns. Airsoft guns usually fire pellets via gas, spring, or electrical systems, and are used for paintball-style gaming, target practice, firearms training, and as movie props. Although they are often marketed as game-playing devices intended to simulate 
real combat with automatic or semi-automatic weapons, the use of Airsoft guns by children and grownups in other arenas appears to be growing.”

Indonesia memiliki dua kebijakan untuk mengkontrol airsoft gun berupa peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian, yaitu Peraturan Kepala Kepolisan (Perkap) No 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan PaintBall. Perbedaan antara dua peraturan tersebut terletak pada keberlakuannya. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisan, keberlakuan Peraturan Kepolisian adalah untuk lingkup eksternal (Pasal 1 angka 4). Lingkup eksternal berarti, bahwa peraturan itu berlaku untuk masyrakat luas. Sedangkan, keberlakuan Perkap adalah untuk lingkup internal (Pasal 1 angka 5). Lingkup internal berarti, bahwa peraturan itu hanya berlaku kepada komunitas atau organisasi yang diatur dalam peraturannya itu. Apabila di kontekskan, Perkap ini hanya berlaku bagi komunitas airsoft gun saja.

Kedua aturan itu sama-sama memiliki fokus terhadap pengawasan dan pengendalian replika senjata api jenis airsoft gun. Dalam penelitian ini, fokus akan lebih dibatasi sebatas perizinan perolehan, pemilikan dan penggunannya. Perizinan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2012 diatur pada Pasal 14 ayat (1), sedangkan perizinan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 diatur pada Pasal 9 ayat (1). Apabila keduanya disatukan, perizinan tersebut meliputi: perizinan impor, re-impor, ekspor, re-ekspor, produksi, pembelian dari dalam negeri, pemilikan, penghibahan, pembaruan, penyimpanan, mutasi, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan, gudang, tempat latihan dan toko penjual.

Dalam hal perolehan airsoft gun, Pasal 24 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 telah mengatur bagaimana standarisasi toko penjual yang sah untuk memperoleh airsoft gun. Namun, peraturan tersebut hanya membatasi toko penjual secara konvensional saja. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 24 ayat (2) tentang syarat yang harus divalidasi seperti: Surat permohonan bermaterai, SKCK, SIUP, TDP, NPWP, Fotokopi KTA Club airsoft gun atau paintball, Profil perusahaan, Rencana distribusi, Memiliki tempat pengujian, dan Rekomendasi pengurus daerah induk organisasi airsoft gun. Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur tentang penjualan, hanya perolehan saja.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa toko penjualan airsoft gun yang sah adalah bagian anggota dari klub airsoft gun atau paintball. Namun, fakta menunjukkan bahwa perolehan airsoft gun lebih mudah di dapatkan melalui e-commerce daripada toko konvensional. Penjual maupun pembeli akan lebih mudah melakukan transaksi daring, karena dari penjualnya tidak memerlukan persyaratan yang diminta Pasal 24 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018. 

Penjual cukup melakukan bypass trick dengam hanya perlu memiliki barangnya, kemudian dijual di e-commerce dengan kategori “mainan atau kategori lain” dan judul postingan penjualan di modifikasi dengan tidak terlalu menerangkan dalam menjual airsoft gun, sehingga mainan airsoft gun yang dijual itu lulus dari kualifikasi barang berbahaya pada e-commerce. Pembeli juga merasakan mudahnya memperoleh dari e-commerce. Pembeli tidak perlu mengikuti syarat yang ditetapkan pada Pasal 17 dan 18 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 serta Pasal 19 Perkap Nomor 8 Tahun 2012 yang sangat rumit karena harus mengajukan izin kepada bagian-bagian kepolisian dengan banyak prosedur. 

Pembeli cukup bernegosiasi dengan penjual yang notabenenya adalah sama-sama tidak meiliki izin untuk bertransaksi dengan berprinsip trust by trust sehingga dapat dibangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dengan melakukan pembelian di e-commerce, konsumen dari berbagai usia dapat memperloleh airsoft gun dengan mudah, asalkan memiliki akun yang pada e-commerce yang berusia 17 tahun keatas. Perbuatan tersebut dapat dengan mudah untuk dimanipulasi.

Sehingga, untuk izin perolehan, peraturan yang ada terkait airsoft gun tidak cukup kuat untuk mengkontrol perdarannya penjualan dan perolehan di e-commerce. Apabila syarat sesuai Pasal 17, 18, dan 24 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 serta Pasal 19 Perkap Nomor 8 Tahun 2012 dijadikan sebagai dasar, maka kepolisian akan sulit untuk menegakkan, karena untuk mengidentifikasi e-commerce yang sah dalam menjual airsoft gun dan siapa saja yang membelinya diperlukan aturan yang sekali identifkasi langsung terdeteksi keabsahannya, mengingat banyak e-commerce tentang airsoft gun yang beredar dan apabila ditilik satu persatu dengan aturan airsoft gun yang ada, makan akan memerlukan waktu yang lama dan sangat tidak efisien.

Dalam hal pemilikan dan penggunaan airsoft gun, kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur hal demikian. Namun, Perkap Nomor 8 Tahun 2012 lebih merinci untuk dua hal itu, Perkap membedakan aturan tentang kepemilikan dan penggunannya yang terdapat pada Pasal 20 dan Pasal 26. Sedangkan, Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 dalam aturannya menggabungkan antara pemilikan dan penggunaan menjadi satu dalam satu pasal yakni pada Pasal 18.

Pasal 20 Perkap Nomor 8 Tahun 2012 memberikan beberapa dokumen yang perlu dilengkapi untuk izin memiliki airsoft gun yang ditembuskan kepada bagian-bagain kepolisian, antara lain: memiliki surat izin pembelian senjata api, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Anggota (KTA) Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin), sertifikat menembak Perbakin, surat kesehatan dan psikologi dari Polri, surat rekomendasi Pengurus Provinsi (Pengprov) Perbakin, dan surat izin senjata dari Kapolri.

Pasal 26 Perkap Nomor 8 Tahun 2012 memberikan beberapa dokumen yang perlu dilengkapi untuk izin penggunaan airsoft gun yang ditembuskan kepada bagian-bagain kepolisian, antara lain: rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin, rekomendasi Kapolda setempat, buku kepemilikan senjata api yang masih berlaku, KTA Perbakin, data senjata yang digunakan, jadwal pelaksaan pertandingan, surat undangan dari Pemda lokasi berburu, dan akte berburu.

Pasal 18 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 memberikan beberapa dokumen yang perlu dilengkapi untuk izin pemilikan dan penggunaan airsoft gun yang ditembuskan kepada bagian-bagain kepolisian, antara lain: rekomendasi Pengda induk organisasi olahraga airsoft gun dan paintball yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI), surat izin pembelian airsoft gun dan paintball, SKCK, surat kesehatan dan psikologi dari Polri, KTA, dan sertifikat menembak Perbakin.

Apabila dicermati, Perkap Nomor 8 Tahun 2012 lebih secara terpericni ditujukan penggununan airsoft gun untuk kepentingan: olahraga, premainan dan berburu. Sedangkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tidak menerangkan secara spesifik untuk apa penggunan airsoft gun. Karena keberlakukan Peraturan Kepolisian ini adalah untuk masyarakat umum, dan tidak disebutkan batasan penggunaan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah penafisiran tersendiri dalam masyarakat terkait penggunaan airsoft gun. Hal itu akan berdampak, seperti mungkin saja polisi dalam menertibkan airsoft gun akan terhambat karena tidak spesifiknya aturan.

Dalam hal sanksi, Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tidak memberikan rumusan sanksi dalam aturannya, entah itu administratif ataupun pidana. Peraturan ini hanya memberikan himbauan pada Pasal 41 untuk tidak menggunakan atau menembakkan senjata api diluar lokasi latihan, pertandingan, dan berburu. Sehingga memunculkan polemik bagaimana untuk menegakkan aturan apabila ada yang melakukan pelanggaran dalam komunitas airsoft gun.

Berbeda dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018, aturan ini memberikan rumusan sanksi padal Pasal 35 dan 36 berupa sanksi administratif dengan ketentuan bagi pemegang surat izin kepemilikan dan penggunaan airsoft gun dan paintball yang melakukan penyimpangan atau menjadi tersangka tindak pidana, wajib menyerahkan replika senjata tersebut untuk disimpan di gudang Polri, surat izinnya dicabut dan tidak diberikan pengganti, serta senjata dapat dimusnahkan atas persetujuan pemilik.

Dari telaah tentang Perkap No 8 Tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa airsoft gun telah diatur dalam peraturan yang dikelaurkan oleh Kepolisian, namun masih terdapat kekurangan dari aturan yang ada, serta fakta empiris menyebutkan bahwa masih terdapat perbedaan hakim dalam memutus perkara tentang airsoft gun. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti hal ini dengan melakukan penelitian berjudul “Urgensi Kriminalisasi Perolehan Pemilikan dan Penggunaan Airsoft Gun Tanpa Izin”.
Dari penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, peneliti membuat rumusan masalah yaitu:
1. Apakah Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga serta Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan PaintBall dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan tindak pidana?

2. Apa urgensi dari kriminalisasi perolehan pemilikan dan penggunaan airsoft gun tanpa izin?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga serta Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan PaintBall dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan tindak pidana serta mengkaji urgensi kriminalisasi perolehan pemilikan dan penggunaan airsoft gun tanpa izin sebagai suatu tindak pidana.
METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (Marzuki 2016b). Alasan penggunaan yuridis normatif karena permasalahan yang diteliti terdapat ketidaklengkapan peraturan terakiat airsoft gun. 
Pada penelitian hukum ini, menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: Pertama, pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang ada terkait airsoft gun yang masih digunakan hingga sekarang berdasarkan hierarki, sehingga dapat menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum (Marzuki 2016e). Kedua, pendekatan konseptual (conseptual approach) yang merupakn pendekatan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana, doktrin-doktrin hukum, undang-undang, dan putusan-putusan pengadilan (Marzuki 2016a). Ketiga, pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan dengan memahami ratio decidendi yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya(Marzuki 2016c). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah kasus terkait airsoft gun yang telah diputus oleh pengadilan untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini. 
Pokok kajian dari pendekatan ini adalah perbedaan putusan tentang beberapa perkara airsoft gun yang ditangani oleh hakim yang menimbulkan polemik dikalangan masyarakat dan penegak hukum, mengingat tidak lengkapnya peraturan tentang airsoft gun. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer antara lain:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002);

3. Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.;

4. Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft gun dan Paintball (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 637 Tahun 2001);

5. Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2012).

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terakreditasi nasional atau sinta, pendapat sarjana hukum, kasus hukum, yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Cara yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul akan diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas kemudian disimpulkan. Teknik analisa yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah dengan dianalisis secara preskriptif, yakni dengan merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum serta bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Marzuki 2016d). Sebagai Langkah akhirnya, akan ditarik suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dihadapi dan dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN.
A. Kekuatan Peraturan dari Kepolisan tentang Airsoft Gun Untuk Menetapkan Suatu Tindak Pidana

1. Asas No Punish Without Representative
Asas no punish without representative memiliki makna bahwa pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan apabila telah dilakukan persetujuan dengan rakyat melalui perwakilannya, yakni persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut “DPR”) yang menghasilkan undang-undang, dan persetujuan dari Gubernur dan/atau bupati dan/atau walikota yang menghasilkan Perda. Artinya, memang dalam penyusunan pidana harus melibatkan rakyat dengan cara diwakilkan oleh wakil rakyat.

Secara tekstual, juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang – Undangan:

Pasal 15

1. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

a. Undang-Undang;

b. Peraturan Daerah Provinsi; atau

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Sehingga, secara kontekstual asas dan secara tekstual melalui undang-undang, akan dicapai kesamaan bahwa ketentuan pidana hanya terdapat pada level undang-undang atau Perda yang dibuat atas dasar persetujuan rakyat melalui wakil rakyat yakni oleh DPR.
Dikontekskan dengan peraturan airsoft gun yang ada, yang tertuang dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018, maka sudah jelas bahwa Peraturan Kepolisan tidak akan memuat ketentuan pidana, karena ketentuan pidana hanya dibatasi hanya level undang-undang dan Perda.
Selain itu, dilihat materi muatan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018, berdasarkan Pasal 4 Perkap Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisan, materi muatannya adalah tentang perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang menjadi kewenangan Polri sesuai tugas pokok dan fungsinya. Terdapat frasa “atau” pada pasal tersebut, yang berarti dapat dijalankan kedua muatan dari Pasal 4 atau hanya salah satu saja. 
Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 ini menjalakan muatan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang menjadi kewenangan Polri, karena mengingat peraturan yang lebih tinggi daripada peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negera Republik Indonesia. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang menjadi kewenangan Polri terdapat pada Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negera Republik Indonesia.
Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian, dilihat juga materi muatan dari Perkap Nomor 8 Tahun 2012, berdasarkan Pasal 5 Perkap Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisan, materi muatannya adalah berupa pengaturan tugas dan kewenangan yang melibatkan berupa/seluruh satuan fungsi dan /atau pengaturan hak dan kewajiban pegawai negeri pada Polri yang bersifat administratif yang mengikat secara internal.
Terdapat frasa “dan/atau” pada Pasal 5 tersebut, yang berarti materi muatan tersebut dapat dijalankan masing-masing isinya, atau hanya salah satu dari isi muatan yang ada. Perkap Nomor 8 Tahun 2012 ini lebih menjalankan pada muatan pengaturan tugas dan kewenangan yang melibatkan berupa/seluruh satuan fungsi daripada pengaturan hak dan kewajiban pegawai negeri pada Polri, karena isi Perkap Nomor 8 Tahun 2012 sama sekali tidak menyinggung pegawai negeri Polri. 
Satuan fungsi berdasarkan Pasal 1 angka 15 Perkap Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisan, merupakan bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan seuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Apabila dikontekskan dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2012, maka satuan fungsi yang dimaksud adalah unit organisasi daripada airsoft gun, yaitu Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin), Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat (Formi), Komite Olahraga Nasional (KONI), dan Polri.
Pengaturan mengenai tugas dan kewenangan yang melibatkan satuan fungsi dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2012 dapat dijumpai antara lain pada Pasal 16 ayat (2) tentang tugas dari KONI dan Perbakin untuk memberikan rekomendasi surat yang dibutuhkan oleh anggota club, dan Pasal 35 tentang tugas dari Polri melalui Polres, Polda dan Mabes Polri untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perizinan senjata airsoft gun.
Berdasarkan penjelasan kontekstual asas no punish without representative dan secara tekstual melalui undang-undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan dari Polri tentang airsoft gun tidak dapat digunakan untuk menjadi dasar hukum dalam menentukan suatu tindak pidana.
2. Asas Legalitas
Asas legalitas merupakan asas paling mendasar atau paling fundamental dalam hukum pidana, bahkan dapat dikatakan bahwa asas legalitas merupakan pilar dari hukum pidana. Asas ini meghendaki perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana adalah jika terlebih dahulu telah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh sebab itu, asas ini melarang penerapan hukum pidana secara surut, yang berarti tidak dapat menghukum orang yang melakukan tindak pidana sebelum peraturan itu ada dan kemudian peraturan itu telah ditetapkan.
Asas legalitas juga dituliskan dalam UUD 1945 Amandemen ke- II Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, … dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Serta dalam Amandemen ke- IV yang disebutkan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan.”
Selain dalam dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan UUD 1945, bunyi lain asas legalitas juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang manytakan bahwa “tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang”. Bunyi dari pasal ini juga memperkuatkan kehendak asas legalitas terhadap hukum pidana yang dibuat secara tertulis. 
Asas legalitas merupakan salah satu dasasr bagi hakim pidana untuk menentukan vonis sanksi pidana melalui peraturan yang ada. Dalam menentukan apakah peraturan tersebut dapat dijadikan dasar penjatuhan sebuah vonis, beberapa dari aspek legalitas ini perlu diperahatikan, antara lain: lex Scripta, Lex Certa, Lex Stricta.
A. Lex Scripta
Dalam sistem hukum civil law, hal awal yang harus diketahui adalah pemberikan hukuman harus berdasarkan pada undang-undang, atau dengan kata lain harus berdasarkan hukum yang tertulis (hukum postif). Undang-undang harus mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana. Jika tidak terdapat undang-undang yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, maka perbuatan itu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan tidak dapat diberikan hukuman. Hal ini memberikan pengertian, bahwa kebiasaan yang hidup pada masyarakat tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum seseorang. Tidak dapatnya kebiasaan yang ada pada masyarakat menjadi dasar penjatuhan pidana, bukan berarti kebiasaan itu tidak memiliki peran dalam hukum pidana. Kebaisaan menjadi penting untuk menentukan element of crimes yang terkandung dalam tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang pidana (Gofar 2005).
B. Lex Certa
Badan legilatif yang dalam bertindak sebagai pembuat undang-undang, harus merumuskan secara rinci, jelas dan tidak boleh samar-samar tentang perbuatan apa saja yang disebut dengan tindak pidana. Sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang ambigu atau terlalu rumit akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum serta menghalangi keberhasilan penuntutan secara pidana karena akan terjadi pembelaan dari masyarakat dengan dalih ketentuan yang ambigu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Namun pada prakteknya, tidak sepenuhnya badan legislatif dapat memenuhi ketentun lex certa, sehingga terdapat perumusan undang-undang yang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dengan penafsiran ekstensif, apabila norma pada undang-undang tersebut terdapat masalah (Muiksan 2017).
C. Lex Stricta
Asas legalitas menghendaki bahwa aturan pidana yang ada harus jelas dan ketat, dalam artian harus tegas dan tidak dimaknai dengan analogi (the rule must be interpreted narrowly and not used analogy) (Setyowati and Rusdiana 2020). Maksud dari harus tegas dan tidak boleh dimaknai dengan analogi adalah untuk menciptakan sebuah kepastian hukum. Apabila memang diharuskan untuk dilakukan penafsiran pada undang-undang, maka yang digunakan adalah penafisran esktensif. Penafsiran ekstensif berpegang pada aturan hukum yang sudah ada dan perkataan di dalam aturan hukum yang sudah ada itulah yang di tafsirkan menurut pengertian dalam masyarakat yang hidup. Sedangkan penafsiran analogi akan berorentasi dari inti peraturan yang ada (Endrawati 2018). 
Dikontekskan dengan peraturan airsoft gun dari Polri, Perkap Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018, kedua aturan itu telah memenuhi unsur dari lex scripta dimana kedua aturan itu merupakan peraturan tertulis dan telah ditetapkan oleh Kapolri yang menjabat saat peraturan itu dibuat. Kemudian juga memenuhi unsur dari lex certa dimana kedua aturan tersebut jelas dan tidak samar terkait hal apa saja yang boleh ditak boleh dilakukan seperti dalam Pasal 41 Perkap Nomor 8 Tahun 2012 untuk tidak menggunakan airsoft gun diluar kegiatan lokasi latihan, pertandingan dan berburu. Serta juga telah memenuhi unsur dari lex stricta dimana kedua aturan tersebut jelas dan tegas tentang alat dan perbuatan apa saja yang diatur, yakni airsoft gun digunakan untuk olahara, berburu dan bermain sesuai amanat Pasal 26 Perkap Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 18 Peraturan Kepolsian Nomor 5 Tahun 2018, sehingga tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut.
Namun, kedua peraturan tersebut tidak memuat sanksi pidana apa yang diberikan apabila ada orang yang melanggar ketentuannya. Pasal 35 Peraturan Kepolsian Nomor 5 Tahun 2018 memberikan sanksi adminsitratif dan Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tidak meberikan sanksi pada aturannya. Sehingga, berdasarkan asas legalitas yang memberikan makna bahwa hakim memutus perkara by text dengan peraturan yang ada dan identik dengan normatif atau pasal yang ada pada undang-undang. Konklusinya, apabila norma sanksi tidak ada pada undang-undang maka hakim akan mencari peraturan lain yang memiliki norma sanksi pidana dengan melakukan penafisran ekstensif.
Dalam rangka memenuhi kepastian hukum, untuk menentukan sanski dari perkara pidana dengan kejahatan yang dilakukan dengan airsoft gun, hakim akan menggunakan undang-undang yang mendekati airsoft gun, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951¸ dimana dalam memutus perkara hakim akan menggunakan penafsiran ekstensif pada undang-undang ini dengan memaknai senjata api sebagai airsoft gun, dengan cara memberikan makna yang ada pada masyrakat yang ada.
Selain menggunakan undang-undang yang terdekat dengan airsoft gun yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, hakim juga menggunakan pasal lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan tindak pidana dengan airsoft gun. Namun apabila tidak menggunakan undang-undang senjata api, hakim akan menitik bertakan perbuatan yang dilakukan dengan airsoft gun itu, seperti perusakan, pengeroyokan maupun pembunuhan berencana. Sehingga pasal yang digunakan dapat berupa pasal tentang pengeroyokan, perusakan atau pembunuhan berenca, sesuai dengan perbuatan apa yang dititik beratkan.
Penjelasan tersebut mengimplikasikan, bahwa peraturan airsoft gun yang ada, Perkap Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan tindak pidana, karena tidak memiliki rumusan norma sanksi pidana didalamnya. Serta, dalam level perundang-undangan, hanya undang-undang dan Perda yang dapat digunakan untuk menetukan suatu tindak pidana.
B. Urgensi Kriminalisasi Perolehan Pemilikan dan Penggunaan Airsoft Gun Tanpa Izin
1. Kelakuan/Perbuatan

Kelakuan berkaitan dengan airsoft gun, yang dapat mengakibatkan perbuatan pidana dan berujung pada jatuhnya korban telah dituliskan pada masing-masing peraturan tentang airsoft gun. Pasal 14 Perkap No 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, mengatur beberapa kelakukan/perbuatan yang berpotensi untuk mengakibatkan tindak pidana, beberapa diantaranya adalah pemilikan, penghibahan dan penyimpanan. Namun, apabila terjadi pelanggaran akan hal itu, Perkap ini tidak memiliki norma sanksi didalamnya. Sehingga, tidak ada upaya penegakan bagi pelanggar. Terlebih lagi, Perkap ini merupakan aturan yang bersifat hanya mengikat organisasi dari airsoft gun saja, sehingga akan disinyalir terdapat “pelonggaran” bagi mereka untuk berbuat jahat yang telah bergabung dengan organisasi airsoft gun, karena peraturan induknya dari organisasi airsoft gun tidak memberi sanksi apabila anggotanya dari organisasi ini berbuat semena-mena dengan izin yang telah diperoleh.
Peraturan lain tentang airsoft gun yang terdapat pada Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan PaintBall, juga mengatur beberapa kelakukan/perbuatan yang berpotensi untuk mengakibatkan tindak pidana hingga menimbulkan korban, beberapa diantaranya adalah pembelian, pemilikan, penggunaan dan penghibahan. Dalam peraturan ini, juga terdapat norma sanksi untuk menegakkan apabila terdapat penyalahgunaan dariapda izin yang telah diperoleh. Sanksinya adalah sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 35 berupa disimpan di gudang Polri dan atau pemusnahan.
Namun, kedua peraturan tersebut tidak secara detail menyebutkan tentang perbuatan lain yang berpotensi untuk disalahgunakan atau tidak menjelaskan lebih rinci lagi tentang maksud daripada “memiliki”, sehingga terdapat ketidak lengakapan dalam penormaannya. Dampaknya, banyak perbuatan lain yang berpotensi mengakibatkan tindak pidana, namun lengah dan tidak terakumulasi, karena tidak disebutkan dalam aturan yang ada. Beberapa perbuatan lain yang berpotensi untuk memunculkan perbuatan pidana hingga memakan korban antara lain adalah perbuatan berupa: mencoba memperoleh, memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasasi, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, menimbun, hingga mengeluarkan dari Indonesia.
Ketidaklengkapan dari perbuatan yang disebutkan diatas, membuat celah yang sangat besar dan berpotensi memunculkan perbuatan pidana bahkan mengakibatkan korban jiwa. Oleh karenanya, penambahan perbuatan-perbuatan tersebut, perlu dimasukkan dalam rumusan kriminaslisasi perbuatan yang berkaitan dengan airsoft gun dengan tujuan untuk memperjelas dan mempersempit serta mengontrol perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pidana. Selain itu, banyakanya perbuatan yang luput dari isi aturan airsoft gun yang ada, menambah poin penting sehingga perlu dilakukannya kriminalisasi.
2. Bertentangan

Bertentangan, berkaitan dengan airsoft gun merupakan hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu. Dalam rumusan kriminaliasi perbuatan yang dilakukan dengan airsoft gun, opzet atau yang biasa disebut dengan unsur kesengajaan, adalah salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam penormaan pidana. 
Dikaitkan dengan airsoft gun, pemberian unsur kesengajaan dalam norma tindak pidana terdapat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maksud daripada sengaja adalah sebuah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu (Apriani 2019). 
Selain itu, pemberian unsur ketidaksengajaan atau lalai atau biasa disebut dengan culpa juga perlu dimasukkan dalam rumusan kriminalisasi ini. culpa terletak diantara sengaja dan kebetulan dan didefinisikan apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang serta diancam hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali (Sengi 2019).
Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang (Hengstz 2016).
Sehingga, perlunya adanya kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, perlu dituliskan dalam penormaan rancangan kriminalisasi perbuatan yang berkaitan dengan airsoft gun, dengan tujuan agar penjatuhan hukuman menjadi jelas, karena antara perbuatan yang dilakukan dan niat yang dikehendaki menjadi tolak ukur berat ringannya sanksi yang diberikan.

3. Sanksi

Perumusan sanksi dalam upaya melakukan kriminalisasi merupakan hal penting dan juga merupakan satu kesatuan daripada proses kriminalisasi itu sendiri. Dalam kaitanya dengan perbuatan izin menggunakan airsoft gun, terdapat dua alternatif terkait pemberian sanksi. Sanksi pertama adalah sanksi administratif, dan sanksi kedua adalah sanksi pidana. Ketentuan kedua sanksi ini merupakan sebuah pilihan, dimana tidak perlu semua sanksi diterapkan, akan tetapi dapat dipilih saja mana yang paling tepat dan efektif yang sesuai dengan lingkup substansi dari pengaturannya.

Apabila dikaitkan dengan airsoft gun, yang mana rumusan perbuatan kriminalisasinya sangat berpotensi membahayakan bagi pemegang airsoft gun itu sendiri dan orang lain yang dimana perbuatan yang meliputi hal itu telah disebutkan dalam point kelakukan/perbuatan, maka sanksi yang lebih tepat digunakan adalah sanksi pidana, berupa pidana kumlatif pidana penjara dan denda. Alasan pemberian sanksi pidana daripada sanksi administratif adalah tidak lain karena akibat dari penyelahgunaannya dapat menimbulkan korban jiwa dalam skala kecil ataupun besar, serta berpotensi mengakibatkan kerugian dan sangat meresahkan masyarakat.
Apabila pelaku penyalahgunaan telah melakukan pelanggaran dan mengakibatkan korban meninggal, pemberian sanksi pidana berupa penjara dan denda dinilai mampu memberikan efek jera. Pelaku akan dipenjara dengan waktu yang lama, serta dibebankan denda dengan jumlah besar, sehingga apabila pelaku telah bebas atau kabur dari penjara, pelaku setidaknya tidak memiliki harta berupa uang untuk melakukan kejahatan yang sama dengan menggunakan airsoft gun. Masyarkat lain juga akan mendapatkan ketenangan atau tidak merasakan keresahan jika pelaku dikurung dipenjara dan tidak bebas berkeliaran.
Namun, apabila sanksi adminsitratif yang diterapkan, tentunya pelaku masih dapat berkeliaran dengan bebas dan masyarakat tetap merasakan keresahan. Kemungkinan apabila sanksi admnistratif yang diterapkan, ketika pelaku telah membunuh korbannya karena menyalahgunakan airsoft gun dengan salah satu perbuatan yang telah disbutkan pada point kelakuan/perbuatan, airsoft gun yang digunakan pelaku akan dirampas atau dimusnahkan dan pelaku tidak memiliki izin untuk menggunakan kembali airsoft gun dan denda kerugian. Namun, pelaku tetap dapat beraktifitas seperti biasas setelah melakukan perbuatan pidana itu dan tentunya masyarakat akan merasakan kecemasan dan kekhawatiran karena pelaku masih bebas dan sangat dimungkinkan akan melakukan hal yang sama, meskipun tidak mendapatkan izin untuk menggunakan airsoft gun.
Karena alasan yang demikianlah, mengapa sanksi pidana lebih cocok diterapkan untuk formulasi dalam melakukan kriminalisasi perbuatan yang dilakukan dengan airsoft gun. Sanksi pidana memiliki kekuatan lebih yang kuat untuk mampu melakukan kontrol kepada siapapun untuk menggunakan airsoft gun dengan semestinya. Mengingat airsoft gun merupakan alat yang tergolong masih baru, maka perlu kebijakan yang serius untuk membatasi penggunaannya supaya dapat digunakan dengan semestinya untuk hal-hal yang diperuntukkan dengan penuh tanggung jawab.

4. Lain-Lain

Airsoft gun memiliki eksitensi yang luar biasa sebagai alat untuk olahraga dan permainan rekrreasi di berbagai belahan dunia setelah awal kemunculannya pada tahun 1970. Indonesia juga termasuk negara yang menerima kehadiran airsoft gun sebagai sebuah alat untuk kebutuhan dan kepentingan permainan rekreasi serta olahraga, yang mulai eksis sejak setelah reformasi pada tahun 1998. Hal itu dibuktikan dengan adanya klub besar airsoft gun yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia yang memiliki legalitas dan diakui sebagai wadah yang dapat dipertanggungjawabkan bagi penikmat hobi airsoft gun, seperti: (Tiantoro 2009)
1. Jakarta: The Fighting 21st, Blackdragon Airsoft, Sayeret48, dll.
2. Surabaya: Surabaya Airsoft Community, G-Team, Komuniti, dll.
3. Malang: MARCOM, Captain Kidd Airsoftgun, dll.
4. Medan: MASK'S, M.A.C (Medan Airsoft Club), dll.
5. Yogyakarta: Komunitas 69, GSG-11, Red Ribbon, dll.
6. dan beberapa kota besar lainnya.
Meskipun keberadaan airsoft gun dan klub yang menaunginya memiliki legalitas, akan tetapi masih terdapat problematik tentang mengapa airsoft gun perlu di kriminalisasi. Telah diketahui bahwa airsoft gun memiliki peraturan yang dikeluarkan oleh Polri berupa Perkap Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018. Namun peraturan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untun menentukkan tindak pidana dan memiliki ketidak lengkapan dari isi peraturan.
Akibat dari tidak dapatnya peraturan yang ada untuk menjadi dasar hukum sebagai alat dalam menentukan tindak pidana berkaitan dengan airsoft gun, hakim dalam memutus perkara airsoft gun akan menggunakan aturan lain yang diolah dengan melakukan penafisar ekstensif, sehingga aturan lain yang ada dapat digunakan untuk dijadikan dasar hukum dalam perkara airsoft gun. Berikut beberapa putusan hakim tentang airsoft gun.

Tabel 1. Putusan bersalah dan bebas perkara airsoft gun
	Putusan Mengenai Membawa dan Menggunakan Airsoft Gun

	Bersalah
	Bebas

	Putusan PN TANGERANG

1648/Pid.Sus/2018/PN Tng

Terdakwa membuat senjata Airsoft Gun jenis paku tembak atau ramset gun karena pesanan dan untuk menyalurkan keterampilan dalam membuat alat-alat unik.
	Putusan PN MAMUJU

50 / Pid.Sus / 2016 / PN Mam

Terdakwa membawa Airsoft Gun dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kantor Gubernur Sulawesi Barat.



	Putusan PN Bekasi 

20/Pid.B/2017/PN Bks

Terdakwa menabrak mobil Korban karena Korban melakukan rem mendakak. mereka terlibat cekcok mulut. Warga bernama Nadih keluar dari rumah karena mendengar cekcok dan ingin melerai. Ketika ingin melerai, Terdakwa langsung mengeluarkan Airsoft Gun jenis pistol dari pinggangnya.
	Putusan PN WATES

134/Pid.Sus/2016/PN Wat

Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan saudaranya bernama Ari dirumah Terdakwa. Ketika Ari menyudahi cekcok mulut dan masuk kedalam rumah, Ari melihat senjata api yang akhirnya telah diketahui bahwa itu adalah Aisoft Gun yang dibungkus kain. Lalu Ari melaporan ke Polisi tentang senjata itu.


Sumber: Direktori Putusan MA
Tabel 2. Putusan lain perkara airsoft gun
	Putusan Airsoft Gun Namun Tidak Dijerat UU Darurat

	Putusan PN TANAH GROGOT 

307/ Pid.B/ 2014/ PN.TGT

Terdakwa Anas bersama Angga yang bertemu dengan Budi dan langsung bercekcok mulut karena sebelumnya sudah ada masalah. Ditengah cekcok mulut Anas mengeluarkan Airsoft Gun berjenis pistol dan Angga menggeluarkan parang. Mengetahui hal itu, Budi lari dan mencari pertolongan.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif: Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP. Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Namun, yang berhasil dibuktikan pada fakta persidangan adalah dakwaan primer.

	Putusan PN LUMAJANG 

1/Pid.B/2015/PN.Lmj

Terdakwa bersama rekannya Dul bertemu dengan Dela Novianda di Jalan Raya Toga. Terdakwa dan Dul mengajak Dela berkenalan namun Dela menolak dan masuk pada mobil yang menjemputnya. Merasa terhina, Terdakwa dan Dul mengejar mobil tersebut dengan montor dan ingin merusak mobil tersebut. Mereka berdua mengejar mobil itu dan beberapa kali mobil itu ditembak Airsoft Gun oleh Terdakwa dan Dul bertugas menyetir montor.

Terdakwa diancam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.


Sumber: Direktori Putusan MA

Perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim dalam perkara airsoft gun memang dinilai sah dan tidak problematik secara hukum. Akan tetapi, jika hal itu berkelanjutan sejak ditetapkan aturan airsoft gun pertama pada tahun 2012 yang tertuang dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2012 hingga sekarang, maka akan menimbulkan problematik baru. Hal itu berkaitan dengan ambiguitas status airsoft gun di Indonesia. Memang secara teksual airsoft gun replika senjata api, bukan senjata api. Hal itu sesuai dari Peraturan Polri.
Namun, level daripada Peraturan Polri tidak begitu kuat dibandingan dengan undang-undang, mengingat peraturan dari Polri adalah sebatas internal organisasi yang bersangkutan dan dapat berlaku eksternal bagi masyrakat umum namun jelas di dalamnya tidak mengatur ketentuan sanksi pidana. Di kontekskan dengan airsoft gun, kekuatan daripada peraturan dari Polri ini akan dikatakan kuat apabila perkara tentang airsoft gun dijadikan sebuah yurisprudensi oleh hakim, sehingga terdapat sumber hukum lain di Indonesia tentang airsoft gun.
Sayangnya, sejak kasus yang melibatkan airsoft gun pertama kali hingga sekarang, belum ada yurisprudensi dari hakim tentang perkara airsoft gun. Padahal, telah banyak kasus yang ditangani hakim terkait perkara airsoft gun, namun hingga sekarang, merujuk pada laman daring Mahkamah Agung, Indonesia belum memiliki yurisprudensi pidana terkait airsoft gun, sehingga sumber hukum yang digunakan adalah peraturan dari Polri.
Karena tidak ada yurisprudensi, tentunya tiap-tiap hakim dalam mengangani perkara ini akan melakukan interpretasi, mengingat hukum memiliki asas ius curia novit yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara (Wicaksana 2018). Asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Sehingga, hakim diberikan kebebasan untuk menfasirkan undang-undang sesuai dengan perkara yang ditangani. Namun yang menjadi masalah, tidak semua interpretasi hakim ini sama. Hakim akan menafsirkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Akibatnya, muncul berbagai interpretasi dari hakim berupa bermacam-macam vonis putusan perkara. Dikonteksan dengan perkara airsoft gun, berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat putusan dengan vonis bebas, bersalah karena airsoft gun, dan bersalah karena perbuatan yang mengikutinya. Sehingga masyarat, anggota organisasi, praktisi hukum dan akademisi menjadi bingung dengan status airsoft gun.
Karena ambiguitas yang ada, akhirnya muncul berbagai desakan dari kalangan masyarakat seperti akademisi, pengelola klub airsoft gun, serta praktisi hukum untuk dibuatkan peraturan tentang airsoft gun untuk memperketat dan menegaskan status airsoft gun. Alasannya karena banyak terjadi kasus penyalahgunaan serta macam-macam merek airsoft gun yang telah dijual bebas sebagai alat olahraga yang dapat diperoleh dengan mudah, dan tidak terbatas untuk kalangan tertentu (Ali 2013).
Mengingat kemudahan dan tidak adanya batasan tegas melalui level undang-undang sebagai hierarki tinggi dalam peraturan di Indonesia tentang airsoft gun, serta tanpa adanya sebuah kontrol yang lebihlah yang akan memunculkan sebuah penyakit baru berupa adanya kejahatan pada masyarakat yang ditumbulkan dari orang-orang tidak bertanggung jawab, yang ingin memiliki sesuatu yang bukan kapasitasnya dan memang sengaja dipergunakan untuk melakukan sebuah Tindakan kejahatan (Ahmad 2018). 
Airosft gun juga merupakan alat yang memiliki daya penghancur besar. Airosft gun dapat dimodifikasi sesuai keingindan dari pemiliki karena sifatnya yang bongkar-pasang atau rakitan. Sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan dimasyarakat. Hal itu tidak dapat dipungkiri, apabila seseorang atau organisasi memiliki sebuah niat jahat untuk menghancurkan orang atau sekelompok orang, pelaku akan dengan mudah mendapatkan dan menggunakan replikasi senajta api untuk melancarkan niat jahatnya. Potensi kerugian yang ditumbulkan baik, kerugian korban maupun finansial juga berpotensi besar. 
Berdasarkan uraian diatas, perlu kiranya untu dilakukan sebuah kriminalisasi terhadap perolehan, pemilikan, dan penggunaan airsoft gun tanpa izin untuk mencegah kejahatan, menegaskan status airsoft gun dan memberikan kepastian hukum.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan asas no punish without representative dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan dari Polri tentang airsoft gun tidak dapat digunakan untuk menjadi dasar hukum dalam menentukan suatu tindak pidana, karena ketentuan pidana hanya dibatasi hanya level undang-undang dan Perda. Kemudian berdasarkan asas legalitas, peraturan dari Polri tentang airsoft gun telah memenuhi unsur dari lex scripta, lex certa dan lex stricta, namun peraturan tersebut tidak memuat sanksi pidana apa yang diberikan apabila ada orang yang melanggar ketentuannya. Sehingga, berdasarkan asas no punish without representative dan asas legalitas, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang – Undangan, peraturan dari Polri tentang airsoft gun tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan airsoft gun.
Menimbang beberapa hal, antara lain: 1) kelakukan yang berkaitan dengan airsoft gun yang terdapat pada aturan Polri tidak lengkap seperti tidak dijelaskan lebih atau tidak ada perbuatan berikut: mencoba memperoleh, memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasasi, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, menimbun, hingga mengeluarkan dari Indonesia, 2) tidak adanya sifat bertentangan dengan hukum, berupa kejahatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, 3) sanksi yang ada tidak efektif karena tidak sesuai dengan substansi daripada rumusan perbuatan yang dikirimnalisasi, 4) sebagai upaya dalam menghilangkan ambiguitas yang timbul karena adanya berbagai perbedaan putusan perkara airsoft gun oleh hakim, 5) mencegah kejahatan yang muncul karena airsoft gun dapat menimbulkan bahaya, mengakibatkan korban jiwa dalam skala besar ataupun kecil dan menimbulkan rasa cemas dan tidak nyaman di masyrakat, 6) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang kedudukan airsoft gun, maka dapat disimpulkan bahwa airsoft gun sangat penting dipertimbangkan untuk sesegera mungkin dilakukan upaya kriminalisasi.
Saran

Berdasarkan pada kesimpulan sebagaiana diuraika ditasa, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah, karena melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait polemik pada airsoft gun yang apabila semakin lama dibiarkan akan menimbulkan masalah baru, maka kriminaliasi ini bersifat penting atau urgent. Sehingga perlu disegerakannya dilaksanakan, dan dengan adanya upaya kriminalisasi ini, akan mampu memperbaiki masalah terkait airsoft gun yang ada sekarang ini.
2. Dalam rangka mewujudkan upaya kriminalisasi, langkah yang tepat dan efektif untuk dilakukan oleh pemerintah adalah, dengan dilalukannya adendum terhadap airsoft gun kedalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena undang-undang ini memiliki aturan yang lengkap terkait perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan menjadi sebuah tindak pidana. Adendum merupakan rekonstruksi norma atau kategori yang direlevankan dengan keadaan saat ini tanpa merubah norma sebelumnya. Tujuan daripada adednum, supaya airsoft gun memiliki dasar hukum pada level undang-undang yang didalamnya mengatur jelas, tegas, dan memiliki norma sanksi pidana sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan kontrol dan menentukan tindak pidana.
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